
ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Surat Dirjen 

Badilag Nomor 1960/Dja/Hk.00/6/2021 Tentang Jaminan 

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian 

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas IIB)”. 

Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tentang 

bagaimana ketentuan surat dirjen badilag nomor 

1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang jaminan pemenuhan hak-

hak perempuan dan anak pasca perceraian sebelum dan 

sesudah adanya surat dirjen tersebut dan bagaimana perspektif 

maqasid syariah tentang jaminan pemenuhan hak-hak 

perempuan dan anak pasca perceraian berdasarkan surat dirjen 

badilag nomor 196-/DJA/HK.00/6/2021. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan 

teknis pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan 

metode deskritif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu 

menggambarkan atau memaparkan subjek serta objek 

penelitian sebagaimana dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dan dalam menganalisisnya diuraikan dan merinci 

kalimat-kalimat. Kemudian untuk menarik kesimpulan 

terhadap data yang telah terkumpul, dilakukan dengan 

mencari kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data 

yang bersifat khusus, dengan tujuan dalam penyajian skripsi 

ini bisa dimengerti dan dipahami. Hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa ketentuan sura dirjen badilag ini 

sebelum adanya surat dirjen ini para pihak yang beperkara 

jarang menuntut hak-haknya dikarenakan kebanyakan mereka 

tidak mengetahui bahwasanya ada hak-hak yang bisa dituntut 

saat perceraian bukan berarti hak-hak perempuan dan anak 



tidak terjamin hanya saja masyarakat tidak mengetahui 

ketentuan hukumnya, namun setelah adanya surat dirjen 

badilag ini dan didalam surat dirjen badilag terdapat blanko-

blanko agar lebih memudahkan para pihak yang sedang 

mencari keadilan bukan hanya itu dengan surat dirjen badilag 

ini dikeluarkan hak-hak perempuan dan anak tersebut lebih 

terlindungi dan lebih terarah lagi. Selanjutnya terkait 

perspektif dari maqasid syariah bahwasanya ada 5 pokok 

syariat didalamnya tetapi penulis hanya membahas 3 pokok 

yakni melindungi agama (hifdzu al-din), melindungi 

keturunan (hifdzu al-nasab), melindung harta (hifdzu al-

maal).  
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